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TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai
Kepala Daerah dan Wakil Daerah perlu disediakan
anggaran untuk pembiayaan rumah tangga sebagai
biaya penunjang operasional dan optimalisasi
pengelolaan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil
Bupati;

bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan
kelancaran pengelolaan biaya rumah tangga Bupati
dan Wakil Bupati agar dapat dimanfaatkan secara
optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan efisien,
efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggunjawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Bupati berwenang menetapkan
kebijakan mengenai pengelolaan Biaya Rumah
Tangga Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan buruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Biaya Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022



10.

11.

12.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



Menetapkan
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2022 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
60);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA
RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.



2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

ook

BAB II

PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Biaya Kerumah Tanggaan Bupati
Dan Wakil Bupati.

(2) Penganggaran Biaya Kerumah Tanggaan Bupati Dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja
langsung Sekretariat Daerah yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.

(3) Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati didasarkan
pada kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan pendapatan
asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGGUNAAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

(1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dapat digunakan untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Tata cara penggunaan Biaya Rumah Tangga Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Bupati dan  Wakil Bupati melalui Sekretariat Daerah
mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Rumah Tangga Bupati
dan Wakil Bupati.

Pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Biaya Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas
kemampuan fiskal Daerah.

(1)

(2)

(3)

BAB VI
PERUBAHAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan besaran Biaya Rumah
Tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Perubahan besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi
keuangan Daerah, khususnya berdasarkan pendapatan asli Daerah
dengan tetap memperhatikan prinsip efiasiensi, efektivitas, kehematan
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan besaran-besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil
Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditetapkan di Pelaihari
F o ”T BAGIAN HUKUM pada tanggal 23 Juli 2025
SEKRENARIAT DAERAH
BUPATI TANAH LAUT,
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H. RAHMAT TRIANTO
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
ttd.

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 54



